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BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS

2.1
Kajian Pustaka
2.1.1
Pengertian Informasi Laporan Keuangan


Informasi laporan keuangan merupakan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Informasi laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses pencatatan, yang merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Informasi laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan akuntansi. 

Menurut Sofyan Syafri Harahap dalam buku “Teori Akuntansi” menjelaskan tentang pengertian Informasi Laporan Keuangan :

“Laporan Keuangan utama berisi :

1. Daftar neraca yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada satu tanggal tertentu.

2. Perhitungan Laba Rugi yang menggambarkan jumlah hasil, biaya, dan laba/rugi perusahaan pada periode tertentu.

3. Laporan sumber dan penggunaan dana selama satu periode.”

(2002 : 23)


Sedangkan menurut Soemarso dalam buku “Akuntansi Suatu Pengantar” juga menjelaskan tentang pengertian Informasi Laporan Keuangan :

“Laporan Keuangan meliputi neraca, laporan rugi laba dan laba ditahan, laporan arus kas serta catatan atas laporan keuangan.”

(2005:369)

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa informasi laporan keuangan itu merupakan informasi yang lengkap yang terdiri dari daftar neraca, laporan perubahan posisi keuangan yang berisi laporan rugi laba termasuk laba ditahan, dan laporan arus kas serta catatan atas laporan keuangan.
2.1.2
Tujuan Informasi Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan adalah meyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang disusun untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam mengambil keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dan kejadian masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi nonkeuangan.

Menurut Zaki Baridwan dalam buku “Intermediate accounting” menjelaskan tentang tujuan informasi laporan keuangan :

“Informasi Laporan Keuangan mempunyai banyak tujuan. Informasi laporan keuangan bersifat deskriftif, dan menggolongkannya menjadi tiga tujuan utama :

1. Tujuan Khusus

2. Tujuan Umum

3. Tujuan Kualitatif”
(2000 : 3)

Penjelasan dari kutipan diatas adalah sebagai berikut:
1. Tujuan Khusus

Tujuan Khusus dari Informasi laporan keuangan adalah untuk menyajikan laporan posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajar dan sesuai dengan standar.
2. Tujuan Umum

Adapun tujuan umum laporan keuangan disebutkan sebagai berikut :

a. Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber-sumber ekonomi, dan kewajiban perusahaan.

b. Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber tentang kekayaan bersih yang berasal dari kegiatan usaha dalam mencari laba.

c. Menaksir informasi keuangan yang dapat digunakan untuk menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba.

d. Memberikan informasi yang diperlukan lainnya tentang perubahan harta dan kewajiban.

e. Mengungkapkan informasi relevan lainnya yang dibutuhkan para pemakai laporan.

3. Tujuan Kualitatif

Dalam tujuan kualitatif terdapat konsep dasar dari informasi laporan keuangan, yaitu mencakup sifat-sifat kualitatifnya serta elemen-elemen yang terkandung dalam informasi laporan keuangan tersebut. Didalam sifat-sifat kualitatif ini sebenarnya menggambarkan tentang kriteria untuk memilih alternatif prinsip akuntansi dan metode pelaporan yang digunakan.

2.1.3
Tujuan Kualitatif


Agar dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan, informasi akuntansi harus mempunyai ciri-ciri tertentu. Tujuan-tujuan kualitatif dengan ciri-ciri nya harus melekat pada informasi akuntansi, dan merupakan dasar dalam pemilihan alternatif prinsip akuntansi.
Menurut Soemarso dalam buku “Akuntansi Suatu Pengantar” menjelaskan tentang pengertian kualitas Informasi keuangan:

“Ciri-ciri kualitatif yang harus melekat dalam informasi akuntansi adalah :

1. Dapat dipahami (Understandability)

2. Relevan (Relevance)
a. Nilai umpan balik dan prediktif (feed back and predictive value)

b. Tepat waktu (timeliness)

3. Keandalan (reliable)

a. Sah (valid)

b. Berdaya uji (verifiable)

c. Lengkap (complete)

d. Netral (neutral)

4. Dapat diperbandingkan (comparable, termasuk consistency)”
(2005 : 362)
Sedangkan menurut Michell Suharli dalam buku “Akuntansi Untuk Bisnis Jasa dan Dagang” juga menjelaskan tentang pengertian kualitas informasi keuangan:

“Kualitas informasi dibedakan menjadi 2 yaitu kualitas primer dan kualitas sekunder. Kualitas primer informasi akuntansi adalah relevansi (relevance) dan dapat diandalkan (reliability). Sedangkan kualitas sekunder menggambarkan kemampuan sebuah informasi dapat diperbandingkan dengan informasi entitas bisnis lain (comparability)”

(2006 : 29)
Berdasarkan kutipan-kutipan diatas mengenai karakteristik kualitatif informasi keuangan maka dapat disimpulkan, bahwa informasi keuangan dikatakan berkualitas atau sesuai dengan tujuan kualitatif apabila terdiri dari sifat-sifat seperti dapat dipahami, relevan, nilai umpan balik, tepat waktu, keandalan, sah, berdaya uji, lengkap, netral, dapat diperbandingkan dan konsisten.

Penjelasan dari kutipan diatas, sifat-sifat kualitas informasi keuangan digolongkan menjadi seperti berikut:

a. Kualitas Khusus Pemakai

Dapat Dimengerti (Understandability)
Informasi yang dipilih untuk disajikan bukan saja terdiri dari informasi yang penting tetapi juga harus memuat informasi yang dapat dimengerti oleh para pemakainya.

b. Kualitas Khusus untuk Pengambilan Keputusan Utama

Berguna Untuk Pengambilan Keputusan (Decision Usefulness)
Harus menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan serta kinerja suatu perusahaan, yang nantinya akan bermanfaat bagi sejumlah pemakai dalam pengambilan keputusan.
c. Kualitas Utama (Kualitas Primer)
1) Relevan (Relevance)
Relevan maksudnya adalah kapasitas informasi yang dapat mendorong suatu keputusan apabila dimanfaatkan oleh pemakai untuk kepentingan memprediksi hasil di masa depan yang berdasarkan kejadian waktu lalu dan sekarang. Informasi disebut relevan apabila informasi tersebut mampu dan berguna dalam mempengaruhi keputusan manajer dengan mengubah atau yang menguatkan pengharapannya tentang hasil dan akibat tindakan atas kejadiannya. Dengan kata lain agar informasi relevan maka informasi itu harus memiliki predictive value (meramalkan nilai masa yang akan datang), feedback value (menguatkan atau mengoreksi pengharapan yang sudah lalu) pada saat yang sama dan harus disampaikan pada waktu yang tepat (Timeliness).
Ada tiga karakteristik utama yaitu:

· Nilai Prediktif (Predict Value)
Nilai prediktif (predictive value), yaitu informasi dapat membantu pemakai dalam membuat prediksi tentang hasil akhir dari kejadian yang lalu, sekarang dan masa depan.

· Nilai Umpan Balik (Feedback Value)
Umpan balik (feedback value), yaitu kualitas informasi yang memungkinkan pemakai dapat mengkonfirmasikan ekspektasinya yang telah terjadi di masa lalu.

· Tepat Waktu (Timeliness)
Ketepatan waktu (timeliness), yaitu informasi yang siap digunakan para pemakai sebelum kehilangan makna dan kapasitas dalam pengambilan keputusan.

2) Dapat Dipercaya (Reliability)
Reliability maksudnya adalah kualitas informasi yang dijamin bebas dari kesalahan dan penyimpangan atau bias serta telah dinilai dan disajikan secara layak sesuai dengan tujuannya. Reliability mempunyai dua karakteristik utama yaitu:
· Dapat Diperiksa (Verifiability)
Dapat diperiksa (veriviability), yaitu konsensus dalam pilihan pengukuran akuntansi yang dapat dinilai melalui kemampuannya untuk meyakinkan bahwa apakah informasi yang disajikan berdasarkan metode tertentu memberikan hasil yang sama apabila diverivikasi dengan metode yang sama oleh pihak independen.
· Kejujuran Penyajian (Representation Faithfulness)
Kejujuran penyajian (representation faithfulness), yaitu adanya kecocokan antara angka dan diskripsi akuntansi serta sumber-sumbernya.
3) Lengkap (Completeness)
Informasi akuntansi yang dilaporkan harus mencakup semua kebutuhan yang layak dari para pemakai. Informasi keuangan juga tidak hanya menghendaki pengungkapan seluruh fakta keuangan yang penting, melainkan juga penyajian fakta-fakta tersebut sedemikian rupa sehingga tidak akan menyesatkan pembacanya. Untuk itu maka harus terdapat klasifikasi, susunan, serta istilah yang layak dalam laporan keuangan. Demikian pula dengan semua fakta atau informasi tambahan  yang dapat mempengaruhi perilaku dalam pengambilan keputusan, harus diungkapkan dengan jelas dan lengkap.
d. Kualitas Sekunder

1) Dapat Dibandingkan (Comparability)
Comparability berarti bahwa dalam menyusun laporan keuangan harus digunakan metode yang sama sepanjang waktu oleh perusahaan tertentu agar bisa diperbandingkan.
2) Konsisten (Consistance)
Consistency berarti bahwa metode-metode akuntansi tidak dapat diubah apabila telah dipilih. Namun dalam prinsip akuntansi disebutkan bahwa boleh mengubahnya apabila alternatif lain yang juga sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim dianggap lebih baik. Perubahan itu harus diungkapkan alasan mengapa prinsip alternatif itu dipilih.

3) Netral (Neutrality)
Neutrality maksudnya adalah informasi laporan keuangan tersebut haruslah netral terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Informasi dimaksudkan untuk pihak umum bukan untuk pihak-pihak tertentu saja.

















(Sumber : Sofyan Safri, 2003 : 43)
Bagan 2.1

Hierarki Kualitas Akuntansi

2.1.4
Pembukuan

2.1.4.1  Pengertian Pembukuan
Pembukuan merupakan suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi dan mempengaruhi keadaan harta, hutang, modal dan pendapatan, dan biaya yang secara khusus menggambarkan jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang kemudian diikhtisarkan dalam laporan keuangan.
Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2000 dalam Pasal 1 angka 26 menjelaskan tentang pengertian pembukuan :

“Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan Barang dan Jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada  setiap Tahun Pajak berakhir.”
(2001 : 96)

Menurut Erly Suandy dalam buku “Perencanaan Pajak ”, menjelaskan tentang pengertian pembukuan :

“Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan dan mengubah data dan informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau hutang, modal penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa terutang maupun yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) barang dan jasa, yang dikenakan PPN 10% yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah yang ditutup dengan menyusun dengan neraca dan perhitungan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir.”.

(2006 : 104)

Dari pengertian yang telah diuraikan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pembukuan merupakan proses pencatatan yang dibuat secara teratur dan berkelanjutan untuk menganalisis data keuangan dimana didalamnya  terdiri dari informasi tentang harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya,  dan di tutup dengan menyusun laporan-laporan keuangan dari neraca sampai dengan laporan rugi laba, dan dapat dijadikan patokan dalam menilai data keuangan perusahaan.
2.1.4.2
 Kewajiban Menyelenggarakan Pembukuan
Ketentuan pembukuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketetapan Umum Pajak (KUP) dinyatakan bahwa pada prinsipnya semua wajib pajak wajib menyelenggarakan pembukuan, kecuali wajib pajak tertentu yang menurut undang-undang perpajakan diperkenankan untuk tidak menyelenggarakan pembukuan, tetapi harus meyelenggarakan pencatatan.

Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000  dalam  Pasal 28 angka 1 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan tentang kewajiban menyelenggarakan pembukuan :

“Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan wajib menyelenggarakan pembukuan”

(2001 : 105)
Penjelasan kutipan diatas, wajib pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan yaitu :
1. Wajib Pajak Badan.

2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, kecuali Wajib Pajak Orang Pribadi yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp.600.000.000,00  (enam ratus juta rupiah).
Sedangkan Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan Pencatatan yaitu :

1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari                       Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dapat menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto, dengan syarat memberitahukan ke Direktur Jenderal Pajak jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.

2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas

2.1.4.3  Syarat-Syarat Penyelenggaraan Pembukuan

Dalam menyelenggarakan suatu pembukuan tidak bisa dilakukan secara sembarangan, terdapat syarat-syarat tertentu supaya pembukuan tersebut berisi informasi yang layak. Syarat-syarat tersebut tentang penyelenggaraan pembukuan tentunya sesuai dengan standar akuntansi serta peraturan perundang-undangan perpajakan.
Menurut Siti Kurnia dalam buku “Pemeriksaan Pajak (Tax Audit)” menjelaskan tentang syarat-syarat penyelenggaraan pembukuan yaitu :
1. Pembukuan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing atau satuan mata uang selain rupiah, yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.
2. Pembukuan harus meliputi seluruh kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang dilakukan wajib pajak.

3. Pembukuan harus dilakukan secara teratur dan diselenggarakan dengan prinsip taat asas.
4. Pembukuan harus didukung dengan bukti-bukti transaksi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan keabsahannya.

5.  Pembukuan harus dapat ditelusuri kembali apabila diperlukan.
6. Pembukuan harus ditutup dengan membuat neraca dan dan perhitungan laba  rugi pada setiap tahun pajak
7. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, utang atau kewajiban, modal, penghasilan, biaya, penjualan, dan pembelian sehingga dapat dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak-pajak yang terutang.

(2008 : 24)

Pembukuan yang diselenggarakan oleh wajib pajak harus sesuai dengan ketentuannya dan harus memenuhi syarat-syarat penyelenggaraan pembukuan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.4.4  Tujuan Penyelenggaraan Pembukuan 

Didalam perpajakan, pembukuan sangatlah penting peranannya. Dimana didalam penyelenggaran pembukuan terdapat suatu tujuan yang harus dicapai guna memudahkan bagi kegiatan-kegiatan perpajakan.

Menurut Erly Suandy dalam buku “Perencanaan Pajak ”, menjelaskan tentang pengertian tujuan penyelenggaraan pembukuan:

“Tujuan Penyelenggarakan Pembukuan :

1. pengisian SPT
2. Penghitungan Penghasilan Kena Pajak

3. Penghitungan PPN dan PPnBM

4. Penyelenggaraan pembukuan juga untuk mengetahui posisi  keuangan dan hasil kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

5. Mendukung dalam pemeriksaan pajak.
(2006 : 106)
Secara umum tujuan dari penyelenggaraan pembukuan oleh wajib pajak adalah agar dapat digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang terutang, jumlah pajak yang sudah dibayar sendiri atau melalui pemotongan dan atau pemungutan pihak lain, penghasilan yang bukan objek pajak, penghasilan yang merupakan objek pajak, tetapi telah dikenakan pajak bersifat final maupun tidak final.

2.1.4.5  Unsur-Unsur Pembukuan
Unsur-unsur di dalam pembukuan merupakan suatu elemen yang sangatlah penting dan harus tersedia di dalam suatu pembukuan. Dimana unsur-unsur tersebut digunakan untuk menyajikan informasi mengenai keadaan atau posisi keuangan pada saat tertentu dan selama periode akuntansi tertentu.
Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum Pajak (KUP) dalam Pasal 208 Ayat 7 menjelaskan tentang unsur-unsur pembukuan :

“Pembukuan yang diselenggarakan wajib pajak paling sedikit terdiri Pembukuan Harta ( pembukuan kas / bank, pembukuan piutang, pembukuan persediaan, pembukuan harta yang dapat disusutkan, dan pembukuan harta lainnya ), Pembukuan Utang, Pembukuan Modal, Pembukuan Penghasilan, Pembukuan Biaya, Neraca dan Perhitungan Laba Rugi.”
(2001 :104)

Berdasarkan penjelasan kutipan diatas mengenai unsur-unsur pembukuan, didapat bahwa pembukuan harus terdiri dari pembukuan yang berisi harta, utang, modal, penghasilan, biaya, dan juga terdapat pula laporan neraca serta perhitungan laba rugi.

2.1.4.6  Metode Pembukuan

Metode pembukuan yang digunakan untuk keperluan perpajakan juga sesuai dengan metode pembukuan yang dianut dalam akuntansi. Wajib pajak harus  memilih salah satu metode untuk diterapkan asalkan dilakukan secara taat asas.

Menurut Siti Kurnia Rahayu dalam buku “Pemeriksaan Pajak (Tax Audit)”  menjelaskan tentang pengertian metode  pembukuan :

“Metode Pembukuan terdiri dari :

1. Metode Akrual 
2. Metode Kas.”
(2008 : 28 )

Penjelasan dari kutipan diatas adalah sebagain berikut :
1. Metode Akrual

Metode akrual adalah suatu metode penghitungan penghasilan dan biaya, yaitu bahwa penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biayai pada saat terutang. Jadi tidak tergantung kapan penghasilan itu diterima dan kapan biaya itu dibayar secara tunai.
2. Metode Kas

Metode kas adalah suatu metode penghitungan yang didasarkan atas penghasilan apabila benar-benar telah diterima tunai dalam suatu periode akuntansi tertentu sedangkan biaya diakui sebagai biaya apabila benar-benar telah dibayar tunai dalam suatu periode akuntansi tertentu. Oleh karena itu, penghasilan dicatat pada saat penghasilan tersebut benar-benar diterima secara tunai dan biaya diatas pada saat biaya itu benar-benar dibayarkan.
2.1.5 Pemeriksaan Pajak

2.1.5.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan iuran yang dipungut oleh Negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaan pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana dari sektor swasta (wajib pajak yang membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak pemerintah) dan diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.

Dalam melaksanakan pembangunan nasional, pemerintah memerlukan dana yang cukup memadai. Dana yang digunakan salah satunya berasal dari penerimaan kas negara dalam bentuk pajak. Pungutan pajak ada ditangan pemerintah dan pembuat peraturan dibidang perpajakan ditetapkan oleh pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Sebagai bahan pembanding, penulis akan memberikan beberapa definisi mengenai pajak. Definisi pajak menurut para ahli dibidang perpajakan bermacam-macam, namun definisi tersebut memiliki inti dan tujuan yang sama. Dibawah ini definisi pajak menurut beberapa ahli perpajakan.

Menurut Waluyo dan Wirawan B.Ilyas dalam buku “Perpajakan Indonesia”  menjelaskan tentang pengertian pajak : 

“ Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintahan berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.”

(2007: 2)

Sedangkan menurut Erly Suandy dalam buku “Perencanaan Pajak” menjelaskan tentang pengertian pajak : 
“Pajak merupakan pungutan berdasarkan undang-undang oleh pemerintah, yang sebagian dipakai untuk penyediaan barang dan jasa publik.”

(2005: 5)

Berdasarkan definisi-definisi pajak yang telah diuraikan diatas, terdapat unsur-unsur pokok pajak, yaitu iuran atau pungutan, dipungut berdasarkan undang-undang, pajak dapat dipaksakan, tidak menerima atau memperoleh kontraprestasi, dan  untuk membiayai pengeluaran umum Pemerintah.

2.1.5.2 Pengertian Pemeriksaan Pajak
Pemeriksaan pajak merupakan instrument untuk menentukan kepatuhan, baik formal maupun material, yang tujuan utamanya adalah untuk menguji tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan atas dasar  self assessment system.
Menurut Waluyo dan Wirawan B.Ilyas dalam buku “Penyesuaian Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan” menjelaskan tentang pengertian pemeriksaan pajak : 
“Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan keterangan lainnya, untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan serta untuk tujuan lain, dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”
(2001 : 10)
Menurut Erly Suandy dalam buku “Perencanaan Pajak” menjelaskan tentang pengertian pemeriksaan pajak :

“Pemeriksaan Pajak adalah untuk meningkatkan kepatuhan (tax compliance), melalui upaya-upaya penegakan hukum (law enforcement), sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.”

(2006 : 100)

Dari uraian tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian pemeriksaan pajak adalah rangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, memperoleh data dan keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan serta untuk tujuan lain, dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan serta untuk meningkatkan kepatuhan (tax compliance), melalui upaya-upaya penegakan hukum (law enforcement), sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.
2.1.5.3  Pengertian Efektivitas Pemeriksaan Pajak

Keberhasilan suatu kebijakan pemeriksaan pajak itu tergantung dari kinerja para aparat pajak atau fiskus. Pelaksanaan Pemeriksaan pajak dilakukan berdasarkan apa yang diperintahkan Kantor Pelayanan Pajak kepada fiskus. Pemeriksaan pajak dilakukan sesuai dengan target awal, dimana fiskus mempertimbangkan efektivitas dari pemeriksaan pajak itu sendiri. Semakin efektif pemeriksaan pajak maka hasil yang didapat dari pemeriksaan pajak juga akan semakin baik.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online pada situs www.kbbi.web.id yang diakses pada tanggal 26 November 2008 menjelaskan tentang pengertian efektivitas:
“Efektivitas adalah melakukan usaha atau hal yang benar dan berhasil pada saat yang tepat untuk jangka waktu yang panjang untuk mencapai tujuan.”
Sedangkan menurut Kamus Besar Akuntansi menjelaskan tentang pengertian efektivitas :

“Effectiveness (efektivitas): tingkat dimana kinerja yang sesungguhnya (aktual) sebanding dengan kinerja yang ditargetkan.”

( 2001:360)
 Jadi apabila dihubungkan dengan pelaksanaan pemeriksaan pajak, efektivitas pemeriksaan perpajakan merupakan melakukan proses pemeriksaan pajak dalam mencapai tujuannya pada waktu yang tepat, baik dalam jangka waktu pelaksanaannya maupun dari kualitas hasil pemeriksaan pajak atau sesuai dengan yang ditargetkan semula.

2.1.5.4  Tujuan Pemeriksaan Pajak
Secara umum tujuan yang utama dari pemeriksaan pajak adalah pengujian kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak termasuk didalamnya tidak terkecuali para pemungut dan para pemotong pajak.

Menurut Erly Suandy dalam buku “Perencanaan Pajak” menjelaskan tentang tujuan  pemeriksaan pajak :
“Tujuan Pemeriksaan Pajak adalah sebagai berikut :

1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan

2. Tujuan lain, dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

( 2006 : 101 )

Penjelasan dari kutipan diatas adalah sebagain berikut :

1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, adalah sebagai berikut:

a. SPT lebih bayar

b. SPT rugi.

c. SPT tidak atau terlambat disampaikan.

d. SPT memenuhi kriteria yang ditentukan Direktur Jenderal Pajak untuk   diperiksa.

e. Adanya indikasi tidak dipenuhi kewajiban-kewajiban selain kewajiban pada huruf  b.

2. Tujuan lain, dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yaitu:

a. Pemberian NPWP (secara jabatan)

b. Penghapusan NPWP.

c. Pengukuhan PKP secara jabatan dan pengukuhan atau pencabutan Pengukuhan PKP

d. Wajib Pajak mengajukan keberatan atau banding .

e. Pengumpulan bahan untuk penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

f. Pencocokan data dan atau alat keterangan.

g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di tempat terpencil.
h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN.
i. Tujuan lain selain a s/d h.
2.1.5.5  Jenis Pemeriksaan Pajak

Pada prinsipnya pemeriksaan dapat dilakukan terhadap semua Wajib Pajak, namun karena keterbatasan sumber daya manusia atau tenaga pemeriksa di Direktorat Jenderal Pajak, maka pemeriksaan tidak dapat dilakukan terhadap semua Wajib Pajak. Pemeriksaan hanya akan dilakukan terutama terhadap Wajib Pajak yang SPT-nya menyatakan Lebih Bayar karena hal ini telah diatur dalam UU KUP. Disamping itu pemeriksaan dilakukan juga terhadap Wajib Pajak tertentu dan Wajib Pajak yang tingkat kepatuhannya dianggap rendah.
 Menurut Siti Kurnia Rahayu dalam buku “Pemeriksaan Pajak (Tax Audit)”  menjelaskan tentang jenis pemeriksaan pajak :

“Jenis-Jenis Pemeriksaan Pajak adalah :

1. Pemeriksaan Rutin

2. Pemeriksaan Kriteria Seleksi

3. Pemeriksaan Khusus

4. Pemeriksaan Bukti Permulaan
5. Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi

6. Pemeriksaan Tahun Berjalan

7. Pemeriksaan Terintegrasi

8. Pemeriksaan untuk tujuan Penagihan Pajak.” 

(2008 : 42)


Penjelasan dari kutipan diatas mengenai jenis-jenis pemeriksaan pajak :

1. Pemeriksaan rutin adalah pemeriksaan terhadap wajib pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. Pada umumnya pemeriksaan ini didasarkan hal-hal seperti  SPT Tahunan orang pribadi atau badan yang menyatakan lebih bayar, SPT Tahunan PPh wajib pajak badan menyatakan rugi tidak lebih bayar dan lain-lain.
2. Pemeriksaan kriteria seleksi adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak yang dipilih untuk diperiksa berdasar sistem kriteria seleksi atau sampling yang dimaksudkan untuk mengurangi unsur subjektivitas dalam suatu pemilhan wajib pajak karena proses pemilihan berdasarkan atas variabel-variabel terukur dalam suatu program aplikasi komputer. Variabel tersebut adalah rasio antara elemen dalam SPT yang dilaporkan dengan informasi atau data yang terdapat pada dirjen pajak. Dengan digunakannya sistem ini, wajib pajak yang mempunyai potensi tinggi dan menunjukkan indikasi kuat melakukan pelanggaran terhadap kewajiban pajaknya dapat diperiksa.
3. Pemeriksaan khusus adalah pemeriksaan yang dilakukan terutama terhadap wajib pajak sehubungan dengan adanya keterangan atau masalah yang berkaitan dengannya dan sifatnya sangat selektif dan dilakukan demi terciptanya keadilan dalam suatu pemungutan pajak. Pemeriksaan ini dapat dilakukan terhadap wajib pajak yang diduga melakukan tindak pidana pajak, wajib pajak yang diadukan oleh masyarakat, dan wajib pajak tertentu tidak berdasar atas pertimbangan Ditjen Pajak.
4. Pemeriksaan wajib pajak lokasi adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan atas cabang, perwakilan pabrik dan atau tempat usaha dari wajib pajak domisili.
5. Pemeriksaan tahun berjalan.yaitu pemeriksaan terhadap wajib pajak yang dilakukan dalam tahun berjalan untuk jenis-jenis pajak tertentu atau seluruh jenis pajak. Pemeriksaan ini dapat dilakukan terhadap wajib pajak domisili atau wajib pajak lokasi
6. Pemeriksaan bukti permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan kuat telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.
7. Pemeriksaan terintegrasi, pemeriksaan ini diperuntukkan bagi perusahaan yang memiliki kelompok usaha yang biasanya dalam bentuk group ditemukan adanya indikasi keterkaitan dengan anggota group lain maka dimungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan secara terintegrasi.

2.1.5.6  Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak


Ruang lingkup pemeriksaan pajak merupakan ruang lingkup pemeriksaan yang meliputi suatu jenis pajak, beberapa jenis pajak atau seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya dan atau untuk tujuan lain yang dimana pemeriksaan pajak tersebut dilakukan di tempat Wajib Pajak dan di kantor Direktorat Jenderal Pajak.
Menurut Siti Kurnia Rahayu dalam buku “Pemeriksaan Pajak (Tax Audit)”  menjelaskan tentang ruang lingkup pemeriksaan pajak :

“Ruang lingkup pemeriksaan pajak terdiri dari :

1. Pemeriksaan Lapangan

a. Pemeriksaan lengkap

b. Pemeriksaan Sederhana Lapangan

2. Pemeriksaan Kantor.”








(2008 : 61)

Penjelasan kutipan diatas mengenai ruang lingkup pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Lapangan, adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak ditempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak, tempat tinggal wajib pajak atau di tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Pemeriksaan lapangan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

a. Pemeriksaan lengkap lapangan, dimana dilakukan terhadap wajib pajak termasuk kerjasama operasi dan konsorsium, atas beberapa atau seluruh jenis pajak untuk tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya.

b. Pemeriksaan sederhana lapangan, adalah pemeriksaan lapangan yang dilakukan terhadap wajib pajak untuk satu, beberapa atau seluruh jenis pajak secara terkoordinasi antarseksi oleh kepala kantor unit pelaksana pemeriksaan pajak, dalam tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya.
2. Pemeriksaan Kantor, adalah pemeriksaan terhadap wajib pajak yang meliputi jenis pajak tertentu untuk tahun berjalan yang dilakukan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana yang dilakukan di kantor, dan hanya dapat dilaksanakan dengan pemeriksaan sederhana kantor.
2.1.5.7  Tahapan Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak
Tahapan-tahapan tentang pelaksanaan pemeriksaan pajak harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pelaksanaan pemeriksaan pajak dilakukan dengan bertahap tujuannya supaya pemeriksaan mendapatkan hasil yang maksimal dan juga agar tidak keluar jalur peraturan yang sudah ditetapkan semula serta agar disiplin dalam pelaksanaannya.
Menurut Waluyo dan Wirawan B. Ilyas dalam buku “Perpajakan Indonesia”  menjelaskan tentang tahapan pelaksanaan pemeriksaan pajak :

“Pemeriksaan Pajak dilalui melalui tiga tahapan pemeriksaan yaitu :

1. Tahap Persiapan Pemeriksaan

2. Tahap Pelaksanaan Pemeriksaan

3. Tahap Pembuatan Kertas Kerja dan Pelaporan Pemeriksaan.”

(2003 : 67)

Penjelasan kutipan diatas mengenai tahapan pemeriksaan, yaitu :
1. Persiapan Pemeriksaan Pajak
Persiapan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan dan meliputi kegiatan sebagai berikut :

a. Mempelajari berkas wajib pajak atau berkas data

b. Menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak

c. Mengidentifikasi masalah
d. Melakukan pengenalan lokasi wajib pajak

e. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan

f. Menyusun program pemeriksaan

g. Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam

h. Menyediakan sarana pemeriksaan

Tujuan dari tahap persiapan pemeriksaan ini adalah agar pemeriksa dapat memperoleh gambaran umum mengenai kondisi dan profil wajib pajak yang akan diperiksa. Hal ini akan mempermudah penyusunan program pemeriksaan, dan juga akan mempermudah pencapaian sasaran dari dilakukannya pemeriksaan.
2. Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada Norma pemeriksaan yang berkaitan dengan pemeriksa pajak, pemeriksaan  dan wajib pajak. Pemeriksaan dilaksanakan oleh pemeriksa pajak yang tergabung dalam Tim Pemeriksa Pajak yang susunannya terdiri dari seorang supervisor, seorang ketua tim dan seorang atau lebih anggota. 
Pelaksanaan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksa yang meliputi :

a. Memeriksa di tempat wajib pajak
b. Melakukan penilaian atas sistem pengendalian intern

c. Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan

d. Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen

e. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga

f. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak

g. Melakukan sidang penutup
3. Pembuatan Laporan Pemeriksaan Pajak

Laporan pemeriksaan pajak adalah laporan yang dibuat oleh pemeriksa pada akhir pelaksanaan pemeriksaan. Laporan pemeriksaan merupakan ikhtisar dan penuangan semua hasil pelaksanaan tugas pemeriksaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Laporan pemeriksaan pajak menyajikan penilaian serta pengujian atas ketaatan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak yang diperiksa, yang disarikan dari kertas kerja pemeriksaan. Laporan pemeriksaan pajak akan digunakan sebagai dasar untuk penerbitan surat ketetapan pajak.
2.1.5.8  Kebijakan Umum Pemeriksaan Pajak

Hal-hal yang melatarbelakangi kebijakan umum pemeriksaan pajak adalah konsekuensi kepatuhan perpajakan, untuk meminimalisir adanya Tax  Avoidance dan Tax Evasion, mengurangi tingkat kebocoran pajak penghasilan, serta pengenaan sanksi dari hasil pemeriksaan.

Menurut Siti Kurnia Rahayu dalam buku “Pemeriksaan Pajak (Tax Audit)”  menjelaskan tentang kebijakan umum pemeriksaan pajak :

“Sebagai pedoman pelaksanaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan beberapa kebijakan umum yang dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan pajak terbatas

2. Setiap wajib pajak mempunyai peluang yang sama untuk diperiksa

3. Setiap pemeriksaan yang dilakukan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) yang mencantumkan tahun pajak yang diperiksa

4. Pemeriksaan ulang terhadap jenis dan tahun pajak yang sama, tidak diperkenankan

5. Wajib pajak bersifat kooperatif terhadap pemeriksa pajak seperti meminjamkan dokumen-dokumen, buku-buku, catatan-catatan dalam pelaksanaan pemeriksaan wajib pajak dan tidak harus asli dapat berupa fotokopi yang sesuai aslinya

6. Pemeriksaan dapat dilakukan dikantor pemeriksa (untuk pemeriksaan sederhana) atau ditempat wajib pajak (untuk pemeriksaan sederhana lapangan atau pemeriksaan lengkap)

7. Dapat dilakukan perluasan pemeriksaan, baik untuk tahun-tahun sebelumnya maupun tahun sesudahnya

8. Setiap hasil pemeriksaan pajak harus diberitahukan kepada wajib pajak secara tertulis, yaitu mengenai hal-hal yang berbeda antara SPT wajib pajak dengan hasil pemeriksaan, dan selanjutnya untuk ditanggapi oleh wajib pajak.”

(2008 : 13 )

Penjelasan kutipan diatas mengenai kebijakan umum pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut :

1. Jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan pajak terbatas.

Jangka waktu pemeriksaan pajak dibedakan menurut jenis pemeriksaan pajaknya, yaitu sebagai berikut :

a. Pemeriksaan Lapangan (PL) harus diselesaikan dalam jangka waktu dua bulan, terhitung sejak surat pemberitahuan pemeriksaan pajak diterima oleh wajib pajak atau sesuai dengan instruksi direktur pemeriksaan, penyelidikan dan penagihan pajak. Jangka waktu tersebut dapat diberikan perpanjangan hanya paling lama 6 bulan.

b. Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) harus diselesaikan dalam jangka waktu satu bulan, terhitung sejak SP3 diterima oleh wajib pajak. Jangka waktu tersebut hanya dapat diberikan perpanjangan waktu paling lama satu bulan.

c. Pemeriksaan Sederhana Kantor (PSK) harus diselesaikan dalam jangka waktu empat minggu, terhitung sejak surat pemberitahuan pemeriksaan pajak diterima oleh wajib pajak. Jangka waktu tersebut dapat diberikan perpanjangan waktu paling lama dua minggu.

2. Setiap wajib pajak mempunyai peluang yang sama untuk diperiksa.

Pada dasarnya semua wajib pajak, baik wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi dapat diperiksa. Yang membedakan hanya jenis pemeriksaannya. Oleh karena itu, untuk menentukan mana wajib pajak yang akan diperiksa, telah diintrodusir suatu sistem pemilihan yang didasarkan pada kriteria objektif dengan menggunakan beberapa variabel terukur dalam suatu program aplikasi komputer. Dengan demikian setiap wajib pajak yang akan diperiksa akan diberi skor tertentu yang menggambarkan tingkat kepatuhannya berdasarkan rasio antara unsur-unsur dalam Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilaporkan oleh wajib pajak dengan data dan atau sumber informasi yang dimilliki oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

3. Setiap pemeriksaan yang dilakukan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) yang mencantumkan tahun pajak yang diperiksa.

Dalam hal wajib pajak diperiksa, wajib pajak berhak untuk menanyakan kepada pemeriksa pajak yang memeriksa, tanda pengenal yang syah dan Surat Pemeriksaan Pajak (SP3) yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, misalnya oleh kantor unit pelaksana pemeriksaan pajak untuk pemeriksaan yang dilakukan oleh unit kantor tersebut.

Apabila pemeriksaan dilakukan oleh kantor pusat DJP maka yang menandatangani SP3 adalah direktur pemeriksaan, penagihan, dan penyidikan pajak. Setiap SP3 hanya menyangkut satu tahun pajak. Tujuannya adalah untuk membatasi kewenangan pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan. Selanjutnya apabila pemeriksaan akan diperluas ke tahun-tahun sebelumnya atau sesudahnya selain tahun pajak yang diperiksa, haruslah diterbitkan SP3 yang baru sesuai dengan tahun pajak yang bersangkutan.
4. Pemeriksaan ulang terhadap jenis dan tahun pajak yang sama, tidak diperkenankan kecuali dalam hal seperti berikut :

a. Terdapat indikasi bahwa wajib pajak diduga telah atau sedang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

b. Terdapat data baru dan atau data semula belum terungkap, mengakibatkan penambahan jumlah pajak terutang atau mengurangi kerugian yang dapat dikompensasikan.

5. Wajib pajak bersifat kooperatif terhadap pemeriksa pajak seperti meminjamkan dokumen-dokumen, buku-buku, catatan-catatan dalam pelaksanaan pemeriksaan wajib pajak dan tidak harus asli dapat berupa fotokopi yang sesuai aslinya.

Apabila terdapat kekhawatiran dari wajib pajak dalam meminjamkan buku, catatan dan dokumen lainnya yang asli dengan alasan takut hilang, wajib pajak dapat menyerahkan dan meminjamkan kepada pemeriksa, fotokopinya saja, asalkan dilengkapi dengan surat  pernyataan yang menyatakan bahwa fotokopi tersebut sama atau sesuai dengan aslinya.

Mengenai hal peminjaman buku, catatan, dan dokumen lainnya, sebaiknya wajib pajak bersifat kooperatif dengan pemeriksa dan berakibat pemeriksaan memakan waktu lebih lama, karena tidak terpenuhinya jangka waktu penyelesaian pemeriksaan.
6. Pemeriksaan dapat dilakukan dikantor pemeriksa (untuk pemeriksaan sederhana) atau ditempat wajib pajak (untuk pemeriksaan sederhana lapangan atau pemeriksaan lengkap).

Pemeriksaan Kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan dikantor pelayanan pajak terhadap satu atau beberapa jenis pajak, secara terkoordiansi antar seksi jenis pajak tertentu oleh kepala kantor, untuk tahun berjalan dan atau untuk tahun-tahun sebelumnya. Pemeriksaan ini hanya dapat dilakukan dengan cara Pemeriksaan Sederhana Kantor (PSK).

Pemeriksaan Lapangan (PL) adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak, termasuk terhadap suatu bentuk kerjasama operasi (KSO), dan konsorsium atas seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan atau untuk tahun-tahun sebelumnya, yang dilakukan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan pajak yang lazim digunakan dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan.

Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) adalah pemeriksaan lapangan yang dilakukan terhadap wajib pajak untuk satu, beberapa atau seluruh jenis pajak secara terkoordinasi antar seksi jenis pajak tertentu oleh kepala kantor, untuk tahun berjalan dan atau untuk tahun-tahun sebelumnya, yang dilaksanakan dengan cara menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang dianggap perlu dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan.
7. Dapat dilakukan perluasan pemeriksaan, baik untuk tahun-tahun sebelumnya maupun tahun sesudahnya, yaitu dalam hal :

a. SPT Tahunan, wajib pajak orang pribadi atau badan menyatakan adanya kompensasi kerugian dari tahun-tahun sebelumnya yang belum dilakukan pemeriksaan.

b. Sebab-sebab lain berdasarkan instruksi direktur pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan pajak.

8. Setiap hasil pemeriksaan pajak harus diberitahukan kepada wajib pajak secara tertulis, yaitu mengenai hal-hal yang berbeda antara SPT wajib pajak dengan hasil pemeriksaan, dan selanjutnya untuk ditanggapi oleh wajib pajak.

Wajib pajak berhak untuk menyampaikan sanggahan atau tanggapan secara tertulis kepada pemeriksa pajak, setelah diterimanya surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Berdasarkan sanggahan atau tanggapan wajib pajak tersebut, pemeriksa pajak akan mengundang wajib pajak untuk melakukan pembahasan akhir antar hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan.

2.1.6 Hubungan Kualitas Informasi Keuangan Dalam Pembukuan Dengan Efektivitas Pemeriksaan Pajak

 Kualitas informasi keuangan dalam pembukuan wajib pajak  sangat berperan sekali dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak, dapat menjadikan pemeriksaan pajak itu menjadi lebih lancar dan pemeriksaan pajak akan semakin efektif.
Menurut Suwarta dalam buku “Modul Analisis Laporan Keuangan, Diklat Fungsional Pemeriksaan Pajak Pertama” menjelaskan tentang hubungan kualitas informasi keuangan dengan efektivitas pemeriksaan pajak :

“Karena pentingnya analisis laporan keuangan, pemeriksa harus mampu melakukan berbagai metode analisis laporan keuangan agar proses dan hasil pemeriksaan pajak optimal. Dengan Informasi laporan keuangan yang berkualitas yang didapat dari hasil analisis laporan keuangan pada tahap pemeriksaan pajak, pemeriksa dapat mengkerucutkan proses pemeriksaan sehingga tenaga dan waktu yang digunakan untuk pelaksanaan pemeriksaan pajak dapat efisien karena ruang lingkup pemeriksaan sudah tergambarkan.”

(2006 : 3)

Dari penjelasan diatas  penulis dapat menyimpulkan bahwa, semakin berkualitasnya informasi laporan keuangannya dalam pembukuan wajib pajak, maka proses pemeriksaan pajak yang dilakukan pemeriksa pajak akan semakin optimal dan efektif.
2.2
Kerangka Pemikiran

Pajak merupakan komponen paling penting penerimaan Negara. Sekitar 70 persen total penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saat ini disumbang dari penerimaan perpajakan. Tidak heran kalau pemerintah memberi perhatian khusus pada sektor ini untuk mengamankan penerimaan Negara.
Penerimaan pajak yang setiap tahun terus meningkat, ternyata tidak lepas dari masalah-masalah seperti tingkat kepatuhan wajib pajak. Dan strategi untuk  meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak itu sendiri yaitu dengan dilakukannya pemeriksaan pajak. Masalah-masalah tersebut dapat terlihat dari wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan pajak, banyak yang masih kurang kooperatif yang berarti masih banyak yang kurang patuh. Contoh yang cukup jelas adalah wajib pajak belum bisa menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dikarenakan wajib pajak yang belum bisa melampirkan informasi laporan keuangan yang sudah selesai. Dan terdapat pula wajib pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan melampirkan informasi laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi keuangannya. Sehingga dilakukannya pemeriksaan pajak akibat wajib pajak tidak memperlihatkan informasi keuangan yang berkualitas seperti dokumen-dokumen, catatan-catatan, bukti-bukti, data-data serta buku-buku  yang sebenarnya tentang kondisi wajib pajak itu. 
Sebenarnya wajib pajak wajib dalam menyelenggarakan pembukuan, dimana didalam pembukuan tersebut berisi informasi keuangan yang berkualitas sebagai dasar pemeriksaan pajak. Informasi keuangan yang berkualitas maksudnya informasi keuangan dalam pembukuan wajib pajak tersebut memenuhi kriteria seperti informasi harus dapat dimengerti, dapat diandalkan, relevan, lengkap, dapat diperbandingkan, konsisten serta netral.

Menurut Zaki Baridwan dalam buku “Intermediate Accounting”  menjelaskan tentang pengertian kualitas Informasi keuangan:

“Informasi keuangan akan bermanfaat bila dipenuhi ketujuh kualitas berukut :

1. Relevan 
2. Dapat dimengerti

3. Daya uji

4. Netral

5. Tepat waktu

6. Daya banding

7. Lengkap.“
(2000 : 5)
Dokumen-dokumen, catatan-catatan, bukti-bukti serta buku-buku yang dibutuhkan oleh pemeriksa pajak, hampir semua mengenai pembukuan yang wajib pajak selenggarakan. Pelaksanaan pemeriksaan pajak tidak akan lancar dan efektif hasilnya sesuai dengan target pemeriksaan tanpa adanya pembukuan yang berisi informasi keuangan yang berkualitas dari wajib pajak tersebut. Jadi wajib pajak diwajibkan dalam hal penyelenggaraan pembukuan atas kegiatan usahanya yang berisi informasi keuangan yang berkualitas.
Dengan adanya penerapan pemeriksaan pajak diharapkan dapat memberikan motivasi positif agar untuk masa-masa selanjutnya menjadi lebih baik. Oleh karena itu, pemeriksaan pajak juga sekaligus sebagai sarana pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak.

Menurut Waluyo dan Wirawan B.Ilyas dalam buku “Penyesuaian Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan” menjelaskan tentang pengertian pemeriksaan pajak :

“Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan keterangan lainnya, untuk meguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan serta untuk tujuan lain, dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

(2001 : 10)

Masalah kualitas informasi laporan keuangan wajib pajak ternyata berdampak pada pelaksanaan pemeriksaan pajak. Akibat kendala-kendala tersebut, cukup menghambat proses kegiatan pemeriksaan pajak itu sendiri sehingga menyebabkan efektivitas dari pelaksanaan pemeriksaannya menjadi tidak maksimal.
Para pemeriksa pajak yang sejak awal telah diberi beban target temuan hasil pemeriksaan, yang orientasinya adalah penambahan penerimaan Negara, serta target jangka waktu yang telah ditentukan dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak. Implikasi dari adanya beban target ini adalah bahwa pemeriksa beranggapan bahwa tujuan pemeriksaan pajak adalah memaksimalkan penerimaan negara, dan mengabaikan tujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Didalam kepatuhan wajib pajak, dimana wajib pajak wajib menyelenggarakan pembukuan yang mana berisi informasi laporan keuangan yang nantinya dijadikan data, dokumen, serta bukti dalam pemeriksaan pajak. Dalam pemeriksaan pajak, informasi tersebut diharapkan memenuhi kriteria-kriteria kualitatif akuntansi.
Menurut Suwarta dalam buku “Modul Analisis Laporan Keuangan, Diklat Fungsional Pemeriksaan Pajak Pertama” menjelaskan tentang hubungan kualitas informasi keuangan dengan efektivitas pemeriksaan pajak :

“Karena pentingnya analisis laporan keuangan, pemeriksa harus mampu melakukan berbagai metode analisis laporan keuangan agar proses dan hasil pemeriksaan pajak optimal. Dengan Informasi laporan keuangan yang berkualitas yang didapat dari hasil analisis laporan keuangan pada tahap pemeriksaan pajak, pemeriksa dapat mengkerucutkan proses pemeriksaan sehingga tenaga dan waktu yang digunakan untuk pelaksanaan pemeriksaan pajak dapat efektif karena ruang lingkup pemeriksaan sudah tergambarkan.”

(2006 : 3)
Dari penjelasan diatas  penulis dapat menyimpulkan bahwa, semakin berkualitasnya informasi laporan keuangannya dalam pembukuan wajib pajak yang dianalisis oleh pemeriksa pajak, maka proses pemeriksaan pajak yang dilakukan pemeriksa pajak akan semakin optimal dan efektif.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menuangkan kerangka pemikirannya dalam bentuk skema kerangka pemikiran sebagai berikut :


Bagan 2.2
 Skema Kerangka Pemikiran
2.3
Hipotesis
Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas, maka yang dapat disajikan oleh penulis adalah  penulis berhipotesis bahwa kualitas informasi keuangan dalam pembukuan wajib pajak berpengaruh terhadap efektivitas pemeriksaan pajak.
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Pengambilan Keputusan dan Sifat-sifat mereka.


Misal : Pemahaman atau Pengetahuan Sebelumnya
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Pemeriksaan Optimal dan Efektif











Kualitas Informasi meningkatkan efektivitas pemeriksaan pajak
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